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ABSTRAK

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal
dunia maka bagi pelaku bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau
kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana
akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas
mengakibatkan orang meninggal, bagaimana menentukan kelalaian atas
kesengajaan dalam tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas,
bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang
mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan
dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan
pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendara yang lalai dalam
mengemudi hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau
denda. Menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam
peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur
kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara
berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Pertanggungjawaban
pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas
mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Bna adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara 11 (sebelas) hari. Dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang
meninggal dunia, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum
pernah dihukum, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya di
persidangan dan menyesali perbuatannya tersebut. Selain itu terdakwa dengan
keluarga korban sudah ada perdamaian.
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Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kelalaian/Kesengajaan, Pengemudi.
ABSTRACT

The occurrence of traffic accidents causes many casualties, dies, so the
perpetrators can be charged with murder due to negligence or negligence in
driving a motorized vehicle. The application is regulated in Law Number 22 of
2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The formulation of the problem in this is how the legal regulation of
criminal acts due to driver negligence that causes traffic accidents causes people
to die, how to determine negligence on intentions in criminal acts during traffic
accidents, how is criminal liability due to driver negligence causing traffic
accidents resulting in death according to the Banda Aceh District Court Decision
Number 28/Pid.Sus/2019/PN Bna.

The research method used is descriptive analysis that leads to normative
juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms,
namely examining library materials or secondary material. Secondary data by
processing data from primary legal materials, secondary legal materials and
tertiary legal materials.

The results showed that motorists who were negligent in driving to cause
accidents which resulted in other people dying, were sentenced to a maximum
imprisonment of six years or a fine. Criminal liability due to the negligence of the
driver who caused a traffic accident resulting in death according to the Banda
Aceh District Court Decision Number 28/Pid.Sus/2019/PN.Bna is to impose a
sentence on the defendant with imprisonment of 11 (eleven) day. The judge's basic
consideration in imposing a sentence on the perpetrator of a criminal act of
negligence that resulted in the death of another person is that the defendant's
actions caused the death of a person, while mitigating factors are that the
defendant has never been convicted, the defendant admits frankly his actions at
trial and regrets his actions. In addition, the defendant and the victim's family
have made peace.

Keywords: Liability, Negligence/Intentional, Driver.

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan
perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut
menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi,
khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat
dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di
semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan
lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari
waktu ke waktu semakin kompleks.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika
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aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap
norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah
dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan
penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan
kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi
merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan
kelalaian atau kealpaan.

Pasal 359 KUHP menyebutkan : Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 359
KUHP menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara
umum sedangkan Pasal 311 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan
mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang
membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga menyebabkan kecelakaan lalu
lintas (bahkan mengakibatkan luka ringan, sedang, berat dan kematian).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang merupakan lex specialis (aturan khusus) mengatur kelalaian
pada kecelakaan lalu lintas, sanksinya diatur di Pasal 310 UU LLAJ yang
mengatakan:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).

Jadi kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang

dikehendaki. Sebagai contoh, sudah berhati-hati namun rem blong.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan
pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal
dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas
di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran
lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO,
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kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia,
setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat
kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat
sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan
lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada
usia produktif (22 - 50 tahun). Loss productivity dari korban dan kerugian material
akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB
Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 trilyun pada tahun 2016 dengan total
PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk
dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga
disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan
pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian
serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya
pelanggaran lalu lintas.

“Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar
dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara
pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP”.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya
adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain
yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta
faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan
kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian
ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya
menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu
lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara
kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas
serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan
banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, kontruksi jalan
yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau
kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban
meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa
tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di
jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya, betapa
minimnya kesadaran hukum pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor.
Karena masih banyak orang-orang yang mengemudikan kendaraannya dengan
tidak tertib dan tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti
faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya pengemudi adalah pemicu
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kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan
lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan
pengemudi khusunya anak dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian
tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan,
luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa
pengemudinya sendiri.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu
hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya
nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan.
Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan
sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal ?

2. Bagaimana menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam
peristiwa kecelakaan lalu lintas ?

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna ?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode
atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode
penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan
populasi dan sampel.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum
yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu
meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian. Deskriptif analistis, merupakan metode yang dipakai untuk
menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung
yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek
penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian
dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang akibat kelalaian
pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang
meninggal.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari
data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar,
perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain
sebagainya.
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a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya
adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan
hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari
kalangan praktisi hukum, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan
dokumen-dokumen hukum lain yang terkait

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, internet dan lain-lain yang
relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi pustaka (library research) dengan alat pengumpulan data berupa studi
dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang
dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku teks, teori-teori,
peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya
dengan penelitian ini.

Data yang terkumpulan kemudian dilakukan analisis data yang
merupakan tindak lanjut proses pengolahaan data. Analisis data adalah suatu
proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan
mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk
pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat
menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka
menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma
hukum vyang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya
mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan
penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Setelah
mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan
data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum
tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Metode pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :

a. Pemeriksaan data (editing)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan
judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang
diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan makna,
kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Melakukan
pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah
diperoleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.
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b. Kilasifikasi (classifying)
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mereduksi data yang ada dengan
cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola
tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya
yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data
yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga
diketahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan ke dalam
kerangka teori dan data-data yang memang tidak memenuhi syarat untuk
dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Akibat Kelalaian Pengemudi Yang
Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Meninggal

A. Pidana Lalu Lintas

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting
dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan
persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam
memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di
ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan
disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami
luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka
menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat
dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif
beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian
pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan
perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk
berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan
frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang
meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi
menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain
menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu
lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap
perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya
dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun
diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas
mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat
manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan
atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan
kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.
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Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak
pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus
kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri
dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat
dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling
menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi
kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh
kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan
dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak
direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor
kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut
yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun
tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak
diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Uundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam Pasal 310
ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang.

Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi
subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu
hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1) Manusia (nature person).
2) Korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (legal
person)

Setiap orang dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak
pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik
berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap
sebagai subjek hukum.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang
mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka tidak dapat dipidana. Redaksi
pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak
bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan
posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang
mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan
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dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut
unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor.

Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi
Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
tenaga manusia dan/atau hewan.

3. Karena lalai

Lalai atau kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk
dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada
kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan
dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul
itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkan sebelumnya. Di sinilah
juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat
(dolus eventualis) dengan kealpaan berat (culpa lata).

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang
dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa
culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang
sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan
kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki
lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-
hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kealpaan yang
menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana
diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang
penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut,
sehingga menabrak orang dan menyebakan orang yang ditabrak tersebut mati.

Unsur mengkibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya
dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit yang menerangkan
penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan
pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum Visum Et
Repertum adalah “laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan
sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang
diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut”.

Visum Et Repertum ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal
184 KUHAP. Selain dengan melakukan Visum Et Repertum pada korban,
pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat
dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun
lurah pada tempat tinggal korban.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan
Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan antara lain:

a. Setiap orang
b. Mengemudikan kendaraan bermotor
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c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau
keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa
yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang
mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi
nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana
dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu
ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur
kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung
dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa
kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus
dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan
kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis
kejadian dan kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang
terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan
lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tanpa alasan yang
patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab
pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan
merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana
terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan
tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana
kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
D. Menentukan Kelalaian Atau Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Dalam

Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi
meskipun perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak
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di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.Untuk
itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan
perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Di sini
berlaku apa yang di sebut atas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan( keine strafe ohne

schhuld atau geen straf zonder schuld )atau Nulla Poena Sine Culpa ( “Culpa” di

sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

PH. Sutorius menyebutkan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur
jalah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat ( Schuldfahigkeit
atau Zurechnungsfahigkeit) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatanya berupa kesengajaan (
dolus) atau keapaan (culpa) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat
dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat
dipidana. Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan
pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana
memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para
ahli.Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebakan
perbedaan dalam penerapanya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan
dengan sendirnya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak
pidana.

Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya
perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu
di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada apakah
dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan yang
merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Tidak di
pidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld:actus non facit reum
nisi mens sir rea).

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis
yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan
antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikan rupa, hingga
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk
adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak
pidana, yakni adanya keadaan Phychis( bathin) yang tertentu dan adanya
hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang di
lakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi.

E. Pertanggungjawaban  Pidana  Akibat Kelalaian Pengemudi Yang
Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas  Mengakibatkan  Orang
Meninggal Menurut Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
NO.28/Pid.Sus/2019/PN Bna

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
28/Pid.Sus/2019/PN Bna, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum
dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2)
KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan
primair yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
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Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut hakim perbuatan terdawa telah memenuhi unsur-unsur Pasal
Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 dari dakwaan primair dan terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian menyebabkan kecelakaan
lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukiti
bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas
kesalahan dari perbuatannya itu atau kesalahan orang/error in persona yang
diduga adalah telah melakukan tindak pidana dan juga tidak ditemukan sesuatu
alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan
penghapus pidana bagi terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP,
kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Seuai dengan ketentuan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP maka
Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan
terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan hal-hal yang
meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mengakui terus
terang kesalahannya dan terdakwa telah berdamai dengan orang tua korban Donris
Purba.

Perkara tindak pidana lalu lintas itu pada umumnya tidak ada kesengajaan,
di sini yang ada hanya unsur kealpaan. Pengenan pidana kepada orang yang
karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan strict liability, artinya ada
kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak
mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan.
Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya
perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk
melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.

Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua
perbuatan yang ada di masyarakat. Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara secara damai perkara
tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara
yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara
pidana, namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara
damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 310 Ayat (4) UU RI
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan ketentuan pasal-pasal
dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam
perkara ini, menyatakan terdakwa Ono Rizwanto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari, serta menetapkan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang telah dijatuhkan.
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Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sekedar
melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi mempunyai tujuan
lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang
telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan
kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan
pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan
ini adalah terletak pada tujuannya.

Tujuan pemidanaan berupaya mewujudkan tata pergaulan dan
penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan,
berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu
perkara, sebab hal ini merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan
dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang
dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam
menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang
berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dankesalahan
yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan
masyarakat.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang
adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak
kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua
prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada
tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Kedua prinsip ini dapat dipenuhi
barulah itu dikatakan adil. Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-
sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan
dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan
prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap
suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap
hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi
hukum.

Peranan hakim dalam menegakkan hukum, tidak dapat dilepaskan dari
pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim, untuk menciptakan keadilan
dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam
menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk
mencari menang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Demi
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang,
dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem
pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan
aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan
prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. Ini berarti bahwa apa
yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan
substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal
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salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.
Hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar
substansi keadilan.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai
kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas
moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini
sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrument untuk melindungi rakyat dari
bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang
lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan
keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian
meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap
semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki
kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Tugas hakim dalam hal ini sangat berat, karena tidak hanya
mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang
dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar
terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh
masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam
putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu
hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-
fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada azas legalitas dan disertai
dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di
dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang
ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak
dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga
paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar
putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran
pemidanaan, tetapi pemidanaan hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan
undang-undang. Pemidanaan bukan saja hanya dapat dijatuhkan berdasarkan
hukum, tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan hukum. Dengan
demikian, batas pemidanaan yang pertama ditentukan oleh model perumusan
ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi common
law system, batas yang demikian ini pertama-tama ditentukan oleh precedent,
berdasar doktrin stare decises baru kemudian berdasarkan peraturan perundang-
undangan (statute law).

Konsepsi di atas berhubungan dengan asas legalitas, tetapi perlu diingat
bukan semata-mata seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas
legalitas bukan hanya berarti “nullum crime sine lege”, tetapi juga “nulla poena
sine lege”. Artinya, bukan hanya mengenai pelarangan atas suatu perbuatan tetapi
bentuk dan jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya pun
harus ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, bentuk dan lamanya
pidana yang dapat dikenakan, terbatas hanya yang telah ditentukan dalam undang-
undang.
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Asas legalitas ternyata memiliki aspek yang lebih luas daripada sekadar
yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut hanya
ditentukan keharusan perumusan dengan undang-undang suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dan hal-hal yang menentukan keberlakuan
undang-undang tersebut dari segi waktu. Sementara itu, mengenai bentuk dan
jumlah pidana yang dapat dijatuhkan juga terbatas dengan apa yang ditentukan
undang-undang.

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana dengan sengaja apabila dia
menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut. Dalam hal delik materiil
kesengajaan dapat terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul
tetap sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat. Dalam hal ini kemungkinan akan
timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh pembuat, sekalipun hal itu bukan yang
dituju. Konsep demikian dalam civil law disebut dengan kesengajaan sebagai
kemungkinan. Dengan demikian, recklessness meliputi baik kesengajaan karena
kemungkinan (dolus eventualis) maupun kealpaan yang disadari (bewuste schuld).

Berdasarkan uraian di atas, dapat digarisbawahi bahwa kesalahan dapat
terjadi bila terdapat salah satu dari dua pertanda kesalahan. Pertanda hal tersebut
yang secara teknis disebut dengan kesengajaan ataupun kealpaan, merupakan
bentuk-bentuk kesalahan. Dapat dicelanya pembuat karena kesengajaannya
melakukan tindak pidana atau karena kealpaannya terjadi suatu tindak pidana.
Dengan kata lain, kesalahan pembuat dapat terwujud apabila ketika melakukan
tindak pidana terdapat salah satu bentuk kesalahan.

Namun demikian, perlu diingat bahwa teori kesalahan normatif
menyebabkan kesengajaan dan kealpaan hanya menjadi pertanda adanya
kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Artinya, kesengajaan dan kealpaan
yang ada pada pembuat, dinilai berdasarkan kemungkinan umumnya sikap batin
orang apabila menghadapi situasi yang sama. Kesalahan terdapat pada diri
pembuat, apabila hasil penilaian terhadap kesengajaan atau kealpaan tersebut
menunjukkan bahwa sebenarnya pembuat dapat berbuat lain, seperti halnya jika
orang lain yang sepadan dengannya dapat berbuat lain pula. Dengan demikian,
dalam hukum pidana, pembuat dapat dicela karena telah menentang atau
mengabaikan harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan kepadanya untuk
berbuat lain, selain berbuat sesuatu yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana. Pembuat tidak dengan sungguh-sungguh
menghindari terjadinya suatu tindak pidana yang ditandai dengan jika hal itu
terjadi pada orang lain, orang lain dapat menghindarinya. Dengan kata lain, dapat
dicelanya pembuat didasarkan pada penilaian terhadap kesengajaan atau
kealpaannya.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan
penghapus pidana seperti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Hal ini
berarti seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang
dilakukannya, jika memiliki alasan pemaaf mapun alasan pembenar ketika
melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membuat keseimbangan antara
hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan
mengajukan pembelaan dari terdakwa.
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Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena
melakukan tindak pidana. Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang
didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan
tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar
adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan
pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan
penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap
tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang
itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari
pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat
eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya
kesalahan ada pula syarat internal. Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak
pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas
suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur
pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana. Kesalahan
adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena sebenarnya dapat berbuat
lain. Dicelanya subyek hukum manusia karena melakukan tindak pidana, hanya
dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal. Dengan kata
lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan
batin yang normal.

Moeljatno mengatakan hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya
normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan
pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, hanya orang
yang keadaan batinnya normal memenuhi persyaratan untuk dinilai, apakah dapat
dicela atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian didapatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana akibat kelalaian pengemudi yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal diatur
dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan bahwa pengendara yang lalai dalam mengemudi hingga
menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling
banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.

2. Menentukan kelalaian atas kesengajaan dalam tindak pidana dalam peristiwa
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur
kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan
cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan
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Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah dengan sengaja mengemudikan
kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi
nyawa atau barang. Cara mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang
harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak.

3. Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan
kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal menurut Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Bna adalah
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas)
hari. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
adalah perbuatan terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia, sedangkan
hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa
mengakui secara terus terang perbuatannya di persidangan dan menyesali
perbuatannya tersebut. Selain itu terdakwa dengan keluarga korban sudah ada
perdamaian.
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